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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM 

A. Pendapat Hukum  

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan, Penulis menyatakan 

bahwa suku Awyu termasuk pada kelompok masyarakat hukum adat dengan 

merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO Nomor 169. Mengingat masyarakat 

hukum adat terdiri dari sejumlah indvidu yang memiliki keterikatan etnis, maka 

masyarakat hukum adat memiliki hak individu pada setiap anggotanya. Sebagai 

kelompok, masyarakat hukum adat memiliki hak kolektif yang dilandasi oleh asas 

permanen kedaulatan atas sumber daya alam, hak penentuan nasib sendiri secara 

internal dan asas prior and informed consent. Seiring  perkembangan hukum, kedua 

asas yang disebutkan diakui pula sebagai hak bagi masyarakat hukum adat. Dengan 

demikian, keberadaan masyarakat hukum adat suku Awyu telah diakui sebagai 

subjek hukum yang menyandang hak individu dan hak kolektif yang telah diatur 

dalam instrumen Hukum HAM Internasional. Eksistensi hak kolektif atas tanah 

adat diakui sepanjang dalam menguasai dan mengelola tanah tidak merusak 

lingkungan dan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat. 

Sebagai negara, Indonesia memiliki kewajiban mutlak dalam Hukum 

HAM Internasional perihal masyarakat hukum adat. Dalam konteks Legal 

Memorandum ini, negara telah mewujudkan kewajiban HAMnya melalui Hukum 

Nasional berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
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Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut, negara 

juga sudah menyediakan mekanisme yudisial melalui pengadilan nasional untuk 

diakses bagi para pencari keadilan yang merasa hak-haknya dilanggar, termasuk 

bagi masyarakat hukum adat suku Awyu. Meskipun kewajiban HAM sudah 

dijalankan oleh negara, namun Penulis berpendapat langkah ini belum maksimal 

sebagaimana yang telah diungkap dalam Legal Memorandum ini.  

Berdasarkan analisis hukum, Penulis mengamati adanya ketidaksesuaian 

antara tindakan negara dengan kewajibannya yang telah diatur dalam Hukum HAM 

Internasional. Terkhususnya, dalam aspek Bisnis dan HAM. Dengan menilik 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, 

diketahui yang menjadi dasar hukum pengajuan gugatan adalah adanya pelanggaran 

hak masyarakat hukum adat suku Awyu dalam proses penerbitan Izin Lingkungan. 

Hal ini tentu memiliki implikasi pula dengan terbitnya Izin Usaha perusahaan. 

Setelah Penulis amati lebih dalam terlepas dari putusan ini, secara garis besar 

pelanggaran hak yang terjadi dilandasi oleh asas free prior and informed consent, 

hak untuk bebas dari intervensi dan hak atas akses pemulihan yang efektif bagi 

masyarakat hukum adat suku Awyu. Dalam hal ini, Penulis berpendapat perihal 

proses penyusunan dokumen Amdal dalam prosedur penerbitan perizinan bahwa 

diketahui adanya tindakan intervensi dari Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel 

melalui Surat Dukungan Investasi yang ditujukan untuk proyek bisnis PT Indo 

Asiana Lestari. Disisi lain, Penulis menemukan fakta yang janggal dalam menelaah 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, 

dimana baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengajukan surat atas nama 
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Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel dengan kepentingan 

yang saling bertentangan. Singkatnya, Penulis mengamati bahwa adanya masalah 

dengan peran dan fungsi dari Lembaga Masyarakat Adat tersebut. Dengan 

mempertimbangkan posisi Lembaga Masyarakat Adat yang tidak jelas, Penulis 

mengamati tindakan lembaga dalam mengeluarkan Surat Dukungan Investasi 

tersebut dapat diindikasikan sebagai bentuk korupsi berupa penipuan (fraud) 

dengan maksud manipulasi hukum untuk meloloskan penerbitan perizinan. 

 Dengan kata lain, meskipun masyarakat hukum adat suku Awyu memang 

tergabung dibawah koordinasi Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel, namun 

lembaga ini sebenarnya tidak betul betul menjadi representatif masyarakat hukum 

adat tersebut. Disamping itu, Penulis memandang keberadaan Lembaga Masyarakat 

Adat tidak lain sebagai mitra pemerintah belaka yang mana pada dasarnya tidak 

memiliki hak untuk memberikan dukungan persetujuan pada perusahaan terkait 

tanah masyarakat hukum adat suku Awyu karena tidak ada legitimasi terkait hak 

atas tanah adat tersebut. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan fakta ini, 

bukannya mengganggap Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel telah 

merepresentasikan masyarakat hukum adat suku Awyu. Dengan demikian, tindakan 

negara yang diwakili oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Papua dan Majelis Hakim Pengadilan Nasional dapat dikatakan 

sebagai pelanggaran HAM masyarakat hukum adat atas dasar tidak diakuinya 

pelaksanaan asas free prior and informed consent. Terlebih, asas ini sudah dijadikan 

landasan dalam pengaturan Hukum Nasional perihal penyediaan lahan atas tanah 
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adat. Seharusnya, negara melalui instansi pemerintahan yang berwenang dalam 

proses penerbitan izin mematuhi peraturan tersebut. 

Selanjutnya, Penulis mengamati perihal akses pemulihan yang disediakan 

oleh negara melalui mekanisme pengadilan nasional. Penulis berpendapat 

pelaksanaan mekanisme ini tidak optimal karena hasil putusannya yang tidak 

mencermati hak-hak masyarakat hukum adat suku Awyu. Berdasarkan Putusan 

Kasasi sebagai upaya tingkat terakhir, Majelis Hakim justru memperkuat keabsahan 

Izin Lingkungan tersebut. Pada titik ini, Majelis Hakim terlihat sebagai corong 

Undang-Undang saja. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta hukum 

dari masyarakat hukum adat suku Awyu dan menerapkan hukum HAM 

Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan kata lain, negara 

belum mewujudkan kewajiban HAMnya secara maksimal karena tidak 

tercerminnya keadilan yang memadai bagi hak masyarakat hukum adat suku Awyu. 

Berdasarkan penjabaran Penulis diatas, bisa dikatakan bahwa tindakan Indonesia 

sudah melanggar kewajiban internasional terhadap HAM. Adanya pelanggaran 

kewajiban internasional, maka termasuk pada kategori tindakan yang salah menurut 

Hukum Internasional. Dalam hal ini, maka Indonesia memiliki tanggung jawab atas 

pelanggaran HAM tersebut untuk melakukan pemulihan efektif terhadap 

masyarakat hukum adat suku Awyu sebagai korban. 

B. Rekomendasi 

1. Untuk mencegah masalah ini kembali terjadi pada masa yang akan mendatang, 

Penulis menyarankan kepada masyarakat hukum adat suku Awyu untuk 

mengajukan pendaftaran wilayah adat (tanah dan hutan) kepada kementerian 
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2. dan/atau instansi terkait. Pendaftaran ini sangat penting supaya dapat diketahui 

penetapan batas wilayah yang pasti antara negara dengan masyarakat hukum 

adat. Kemudian, pendaftaran ini akan memberikan jaminan kepastian hukum 

terkait wilayah masyarakat hukum adat. 

3. Melakukan pengajuan gugatan ulang dengan mekanisme citizen law suit yang 

ditujukan pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementrian 

Pertanian Republik Indonesia dalam rangka mengupayakan pemulihan HAM 

yang efektif bagi masyarakat hukum adat suku Awyu. 

4. Menuntut Indonesia menyediakan prosedur pendaftaran wilayah adat (tanah dan 

hutan) yang terpadu dan transparan melalui kementerian dan/atau instansi terkait 

sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat mengenai 

penetapan batas wilayah adat dengan negara. 

5. Menuntut Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel untuk berperan 

penuh sebagai representasi masyarakat hukum adat dengan sebagaimana 

mestinya dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat hukum adat di 

Kabupaten Boven Digoel, termasuk  suku Awyu. Hal ini juga termasuk dalam 

hal melindungi hak masyarakat hukum adat dari ancaman pelanggaran HAM oleh 

pihak ketiga. 

6. Menuntut Indonesia untuk membuat peraturan khusus mengenai Lembaga 

Masyarakat Adat yang menyangkut peran dan fungsinya supaya jelas kedudukan 

hukumnya bagi masyarakat hukum adat dalam wilayah negara.   

7. Mengingat Putusan Pengadilan Nasional yang menguatkan keabsahan hukum 

Izin Lingkungan, tentu akan memberikan implikasi pada Izin Usaha yang 
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dianggap telah sah pula. Adanya perizinan tersebut menjadi dasar bahwa PT Indo 

Asiana Lestari akan melanjutkan operasional bisnisnya. Maka, Penulis menuntut 

Indonesia untuk mengawasi kelanjutan aktivitas PT Indo Asiana Lestari dengan 

pendekatan human rights diligence sebagai bentuk pencegahan maupun mitigasi 

terhadap potensi pelanggaran hak asasi masyarakat hukum adat suku Awyu di 

masa mendatang. 

8. Dengan mempertimbangkan upaya hukum pengadilan sampai Kasasi yang tidak 

memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat suku Awyu, maka Penulis 

menuntut Indonesia untuk menerima individual communications procedures 

ICCPR dan ICECSR PBB sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat hukum adat 

dalam mencari keadilan hukum pada tingkat internasional. Penerimaan prosedur 

ini juga memberi kesempatan bagi seluruh individu di Indonesia untuk 

mendapatkan  keadilan yang pantas dan wajar. Hal ini akan memberi manfaat 

positif bagi Indonesia dalam implementasi kewajiban HAM Internasionalnya. 

9. Menuntut Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 

1989 dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat 

sebagai bentuk tanggung jawab internasional negara terhadap kewajiban 

HAMnya dalam mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat hukum adat 

yang begitu besar jumlahnya
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